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Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa
sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi
administrasi karenatidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan
sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Y uridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional
(SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap
penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanks pidana atau sanksi
administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum.

This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of
Goods/ Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions.
Thisthesisis divided infringment in the Procurement of Goods/ Services potentially devastating financial
state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods/
Services are imposed criminal sanctions. This research isanormative juridical study aims to describe and
analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of
examining the state of financia loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods/ Services are
subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty.
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